GUBERNUR PROVINSI KEPULAUAN RIAU

PERATURAN DAERAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU
NOMOR 4 TAHUN 2015
LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK LOKAL
TELEVISI PENDIDIKAN PROVINSI KEPULAUAN RIAU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR KEPULAUAN RIAU,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung keberhasilan program
pembangunan kegiatan pemerintahan, pemerataan
informasi dan kemasyarakatan, keberadaan televisi
lokal sebagai lembaga penyiaran publik lokal
merupakan media penyiaran di daerah yang mempunyai
peranan penting dan strategis dalam memberikan
kesinambungan informasi, pendidikan, kebudayaan,
dan hiburan yang bersifat positif pada masyarakat;

b. bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor
32 Tahun 2002 tentang Penyiaran, Pemerintah Daerah
diberikan kewenangan untuk membentuk Lembaga
Penyiaran Publik Televisi Lokal;

c. bahwa Provinsi Kepulauan Riau telah memiliki televisi
lokal berbasis pendidikan dengan nama udara Kepri
Cyber School Television yang disingkat dengan KCS TV,
atas dasar aspirasi masyarakat terjadi perubahan nama
udara menjadi Televisi Pendidikan Kepri.

d. bahwa Dberdasarkan pertimbangan  sebagaimana
dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu
menetapkan Peraturan Daerah tentang Lembaga
Penyiaran Publik Lokal Televisi Pendidikan Provinsi
Kepulauan Riau;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang

Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3881);



10.

11.

12.

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999
Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4252);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2002 tentang
Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 111, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia, Nomor 4237);
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang
Penyiaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2002 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4252);

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang
Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara
Repulik Indonesia Tahun 2009 Nomor 61 Tambahan
Lembaran Negara Repulik Indonisia Nomor 4846);
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
(Lembaran Negara Repubik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Repulik
Indonesia Nomor 5234);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9
Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor
5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang
Penyelenggaraan Telekomunikasi (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 107, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3980);
Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2005 tentang
penyelenggaraan Lembaga Penyiaran Publik (Lembaga
Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor
41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4090);

Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang
Pedoman Pembinaan Pengawasan Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah (Lembaga Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

Peraturan Komisi Penyiaran Indonesia Nomor 2 Tahun
2005 tentang Pedoman Pendirian Dan Perijinan
Lembaga Penyiaran Publik Lokal.



Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI KEPULAUAN RIAU
dan
GUBERNUR KEPULAUAN RIAU
MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG LEMBAGA PENYIARAN

PUBLIK LOKAL TELEVISI PENDIDIKAN PROVINSI
KEPULAUAN RIAU.

BAB |
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.
2.

3.
4.

Daerah adalah Provinsi Kepulauan Riau.

Pemerintah Daerah adalah Gubernur Kepulauan Riau dan Perangkat
daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.

Gubernur adalah Gubernur Kepulauan Riau.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut DPRD adalah
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kepulauan Riau.

Siaran adalah pesan atau rangkaian pesan dalam bentuk suara,
gambar, atau suara dan gambar atau yang berbentuk grafis, karakter,
baik yang bersifat interaktif maupun tidak, yang dapat diterima melalui
perangkat penerima siaran.

Penyiaran adalah kegiatan pemancarluasan siaran melalui sarana
pemancaran dan/atau sarana transmisi di darat, di laut atau di
antariksa dengan menggunakan spektrum frekuensi radio melalui
udara, kabel, dan/atau media lainnya untuk dapat diterima secara
serentak dan bersamaan oleh masyarakat dengan perangkat penerima
siaran.

Penyiaran televisi adalah media komunikasi massa dengar pandang,
yang menyalurkan gagasan dan informasi dalam bentuk suara dan
gambar secara umum, baik terbuka maupun tertutup, berupa program
yang teratur dan berkesinambungan.

Siaran iklan adalah siaran informasi yang bersifat komersial dan
layanan masyarakat tentang tersedianya jasa, barang, dan gagasan
yang dapat dimanfaatkan oleh khalayak dengan atau tanpa imbalan
kepada lembaga penyiaran yang bersangkutan.

Siaran iklan niaga adalah siaran iklan komersial yang disiarkan melalui
penyiaran radio atau televisi dengan tujuan memperkenalkan,
memasyarakatkan, dan/atau mempromosikan barang atau jasa kepada
khalayak sasaran untuk mempengaruhi konsumen agar menggunakan
produk yang ditawarkan.



10. Siaran iklan layanan masyarakat adalah siaran iklan nonkomersial yang
disiarkan melalui penyiaran radio atau televisi dengan tujuan
memperkenalkan, memasyarakatkan, dan/atau mempromosikan
gagasan, cita-cita, anjuran, dan/atau pesan-pesan lainnya kepada
masyarakat untuk mempengaruhi khalayak agar berbuat dan/atau
bertingkah laku sesuai dengan pesan iklan tersebut.

11. Lembaga penyiaran adalah penyelenggara penyiaran, baik lembaga
penyiaran publik, lembaga penyiaran swasta, lembaga penyiaran
komunitas maupun lembaga penyiaran berlangganan yang dalam
melaksanakan tugas, fungsi, dan tanggung jawabnya berpedoman pada
peraturan perundang-undangan.

12. 1zin penyelenggaraan penyiaran adalah hak yang diberikan oleh negara
kepada lembaga penyiaran untuk menyelenggarakan penyiaran.

13. Lembaga Penyiaran Publik Lokal yang selanjutnya disebut LPPL adalah
lembaga penyiaran yang berbentuk badan hukum yang didirikan oleh
pemerintah daerah, menyelenggarakan kegiatan penyiaran radio atau
televisi, bersifat independen, netral, tidak komersial dan berfungsi
memberikan layanan untuk kepentingan masyarakat.

14. Siaran lokal adalah siaran yang ditujukan untuk masyarakat diwilayah
jangkauan satu provinsi/kota sesuai wilayah layanan siaran.

15. Dewan Pengawas adalah organ lembaga penyiaran publik lokal yang
berfungsi mewakili masyarakat, pemerintah dan unsur lembaga
penyiaran publik yang menjalankan tugas pengawasan untuk mencapai
tujuan lembaga penyiaran publik.

16. Dewan Direksi adalah unsur Pimpinan Lembaga Penyiaran Publik Lokal
yang berwenang dan bertanggung jawab atas pengelolaan lembaga
penyiaran publik Lokal.

BAB Il
BENTUK, KEDUDUKAN DAN TUJUAN

Bagian Pertama
Bentuk

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Lembaga Penyiaran Publik Lokal
Televisi Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau yang selanjutnya disebut LPPL
TV Pendidikan Kepri dan merupakan badan hukum yang bersifat
independen, netral, dan tidak komersial.

Bagian Kedua
Kedudukan

Pasal 3

(1) LPPL TV Pendidikan Kepri berada dibawah dan bertanggung jawab
kepada Gubernur Kepulauan Riau.

(2) LPPL TV Pendidikan Kepri berkedudukan di Ibukota Provinsi Kepulauan
Riau.



Bagian Ketiga
Tujuan

Pasal 4

LPPL TV Pendidikan Kepri didirikan dengan tujuan:

a. media pendidikan dan informasi;

b. media komunikasi timbal balik antara Pemerintah Daerah dan
masyarakat;

c. pelestarian budaya daerah dan hiburan yang sehat;

d. untuk mendorong partisipasi dan memotivasi masyarakat dalam
pembangunan; dan

e. sebagai perekat sosial.

BAB Il
PERIZINAN

Pasal 5

(1) Untuk menyelenggarakan penyiaran, LPPL TV Pendidikan Kepri wajib
mendapatkan izin penyelenggaraan penyiaran dari Menteri Komunikasi
dan Informatika Republik Indonesia.

(2) Untuk memperoleh izin penyelenggaraan penyiaran LPPL TV Pendidikan
Kepri, permohonan izin disampaikan tertulis kepada Menteri melalui KPI
dengan mengisi formulir yang disediakan dan memenuhi persyaratan
sebagaimana diatur oleh peraturan perundang-undangan.

(3) Pengajuan permohonan perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
dilaksanakan dengan berpedoman pada ketentuan tata cara
permohonan perizinan dan persyaratan permohonan perizinan
sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.

BAB IV
KELEMBAGAAN

Bagian Kesatu
Struktur Lembaga

Pasal 6

(1) Struktur LPPL TV Pendidikan Kepri terdiri atas :
a. Dewan Pengawas;
b. Dewan Direksi;
c. Stasiun Penyiaran; dan
d. Sekretariat.

(2) Bagan struktur kelembagaan LPPL TV Pendidikan Kepri sebagaimana
tercantum dalam Lampiran merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Peraturan Daerah ini.



